KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI
I. DATA PRIBADI
1. Nama : JOHNNY GERARD PLATE
2. Jabatan : MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3. NHK : 211793
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 139.489.015.886

1. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 802.000.000

2. Tanah Seluas 1179 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN
, HASIL SENDIRI Rp. 6.007.005.000

3. Bangunan Seluas 263.7 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA
SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 4.185.295.886

4. Tanah dan Bangunan Seluas 956 m2/406 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 5.936.570.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 1740 m2/277 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 9.474.700.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 4248 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 19.862.516.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 2135 m2/600 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 20.268.125.000

8. Tanah Seluas 16346 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 8.173.000.000

9. Tanah Seluas 1044 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL
SENDIRI Rp. 297.540.000

10. Tanah Seluas 21843 m2 di KAB /| KOTA MANGGARAI, HASIL
SENDIRI Rp. 6.225.255.000

11. Tanah Seluas 12896 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HIBAH
TANPA AKTA Rp. 6.448.000.000

12. Tanah Seluas 5301 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, WARISAN
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Rp. 2.650.500.000

13. Tanah Seluas 730 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, WARISAN Rp.
208.050.000

14. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, WARISAN Rp.
137.940.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/177 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.906.250.000

16. Tanah Seluas 999 m2 di NEGARA [unknown], HASIL SENDIRI Rp.
8.866.125.000

17. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL
SENDIRI Rp. 10.000.000.000

18. Tanah Seluas 6247 m2 di KAB / KOTA MANGGARAI, HASIL
SENDIRI Rp. 224.892.000

19. Tanah dan Bangunan Seluas 3574 m2/841 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 20.745.827.000

20. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.069.425.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 460.000.000

1. MOBIL, TOYOTA ALPHARD MINIBUS Tahun 2013, HASIL
SENDIRI Rp. 320.000.000

2. MOBIL, MITSUBISHI COLT TRUCK Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 140.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.612.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 4.667.812.500

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 66.487.056.577

F. HARTA LAINNYA Rp. -

Sub Total Rp. 214.715.884.963

. HUTANG Rp. 24.750.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 189.965.884.963
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
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Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MIRA TAYYIBA
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 415747
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 958.210.000

1. Tanah Seluas 618 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp.

958.210.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. -
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 52.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 500.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.453.840.520
F. HARTA LAINNYA Rp. ==t
Sub Total Rp. 3.964.050.520
. HUTANG Rp. -=--
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 3.964.050.520
Catatan:

1.

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2020

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama . AHMAD M. RAMLI
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
3. NHK : 61326
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 113 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/285 m2 di KAB / KOTA KOTA
BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 2.100.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 338 m2/244 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2006, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000
2.  MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 K Tahun 2010, HASIL SENDIRI
Rp. 190.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA

KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA
Sub Total
Ill. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

6.700.000.000

193.000.000

15.500.000

1.283.675.463

8.192.175.463

8.192.175.463

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG © EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
UNIT KERJA :
INFORMATIKA
. DATA PRIBADI
1. Nama : ISMAIL
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
3. NHK : 151279
Il. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 10.215.814.000

1. Tanah Seluas 366 m2 di KAB / KOTA KOTA CIMAHI , HASIL
SENDIRI Rp. 169.824.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 673 m2/345 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.794.395.000

3. Bangunan Seluas 36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI
Rp. 174.240.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 420 m2/616 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 2.121.980.000

5. Bangunan Seluas 300 m2 di KAB / KOTA BANDUNG BARAT,
HASIL SENDIRI Rp. 560.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 409 m2/303 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 3.095.375.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 226 m2/350 m2 di KAB / KOTA
BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 317.500.000

1. MOBIL, SUZUKI SX4 MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
75.000.000

2. MOTOR, HONDA SUPRA FIT SEPEDA MOTOR Tahun 2010,
HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
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3. MOTOR, YAMAHA XEON SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 4.500.000

4. MOBIL, HONDA FREED MINIBUS Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 85.000.000

5.  MOBIL, HONDA JAZZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

150.500.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 330.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 1.198.429.716
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 5.383.563.294
F. HARTA LAINNYA Rp. ==
Sub Total Rp. 17.445.307.010
. HUTANG Rp. 415.296.039
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 17.030.010.971
Catatan:

i

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : DODDY SETIADI
2. Jabatan : INSPEKTUR JENDERAL
3. NHK : 56237
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.150.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 48 m2/104 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m2/114 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 252 m2/12 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 440.000.000

1. MOBIL, HONDA MOBILIO MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 178.000.000

2. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000

3. MOTOR, YAMAHA R15 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
22.000.000

4. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.

10.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 23.715.200
D. SURAT BERHARGA Rp. Y.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 96.683.293
F. HARTA LAINNYA Rp. 10

Sub Total Rp. 3.710.398.493
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1. HUTANG Rp. 29.222.050
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.681.176.443
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2021/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : HARY BUDIARTO
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 163340
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.159.828.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA ---,
HASIL SENDIRI Rp. 70.704.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 89.124.000

3. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 750.000.000

4. Bangunan Seluas 19.8 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL
SENDIRI Rp. 250.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 406.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA MINIBUS Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 200.000.000

2.  MOBIL, TOYOTA YARIS MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 6.000.000

4. MOTOR, HONDA 125 CC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

20.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 15.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. 300.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 744.695.730
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F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 3.625.523.730

I1l. HUTANG Rp.

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 3.625.523.730
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 April 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SEMUEL ABRIJANI PANGERAPAN
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
3. NHK : 436163
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 16.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 272 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 385 m2/385 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1908 m2/905 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA SELATAN , WARISAN Rp. 6.100.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/250 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 188.000.000

1. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

188.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 210.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.440.088.505
F. HARTA LAINNYA Rp. 4.268.700.000
Sub Total Rp. 22.606.788.505
. HUTANG Rp. 694.087.948
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 21.912.700.557
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama . ARIFIN SALEH LUBIS
2. Jabatan : KEPALA BIRO PERENCANAAN
3. NHK : 643047
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 34.550.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 34 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 56 m2/80 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 35 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 27 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 221 m2/190 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

7. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

8. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/780 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000

9. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

10. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/1000 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000.000

11. Tanah dan Bangunan Seluas 255 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000.000

12. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
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JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

13. Tanah dan Bangunan Seluas 69 m2/57 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000.000

14. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

15. Tanah dan Bangunan Seluas 38.8 m2/38.8 m2 di KAB / KOTA
KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

16. Tanah dan Bangunan Seluas 28 m2/28 m2 di KAB / KOTA KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 285.500.000

1. MOTOR, HONDA MEGA PRO MEGA PRO Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 5.500.000

2. MOBIL, MAZDA 2.5 HB6EATDG90DRAB Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 185.000.000

3. MOTOR, KAWASAKI KR 150R (NINJA RR) Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

4. MOTOR, HONDA GL 200 SPORT TIGER Tahun 2004, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

5. MOTOR, KAWASAKI KR 150 (NINJA R) Tahun 2010, HASIL
SENDIRI Rp. 45.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 462.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.598.809.249

F. HARTA LAINNYA Rp. -—--

Sub Total Rp. 37.896.609.249

. HUTANG Rp. -

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 37.896.609.249
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KPK 2020

Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama . BAMBANG SIGIT NUGROHO
2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
3. NHK : 113405
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 348.936.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/168 m2 di KAB / KOTA
BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 348.936.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 464.000.000
1. MOTOR, HONDA ASTREA STAR SEPEDA MOTOR Tahun 1983,
HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2.  MOBIL, HONDA HR-V E-CVT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
210.000.000

3. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.

250.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 48.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp. -—ar
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 22.869.368
F. HARTA LAINNYA Rp. -
Sub Total Rp. 883.805.368
. HUTANG Rp. 244.187.448
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 639.617.920
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 April 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : BERTIANA SARI
2. Jabatan : KEPALA BIRO HUKUM
3. NHK : 232057
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 450.000.000

1. Tanah Seluas 450 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI
Rp. 50.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 690.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. -==s

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.032.647.535

F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp. 2.172.647.535

lll. HUTANG Rp. 28.469.222

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 2.144.178.313
Catatan:

1

.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari

elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama . SENSILAUS DORE
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 66301
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.175.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 121 m2/100 m2 di KAB / KOTA
KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 320 m2/369 m2 di KAB / KOTA
KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000

3. Tanah Seluas 850 m2 di KAB / KOTA KUPANG, HASIL SENDIRI
Rp. 125.000.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/160 m2 di KAB / KOTA
KUPANG, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 141 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BADUNG, HASIL SENDIRI Rp. 1.550.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 453.500.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL SENDIRI
Rp. 3.000.000

2.  MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
20.000.000

3. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2001, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000

4. MOBIL, MITSUBISHI JEEP Tahun 1974, HASIL SENDIRI Rp.
3.500.000

5. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.4 VRZ Tahun 2017, LAINNYA Rp.
425.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000
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D. SURAT BERHARGA Rp. -

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 6.400.704.776

F. HARTA LAINNYA Rp. -—ar

Sub Total Rp. 10.032.204.776

. HUTANG Rp. -—--

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 10.032.204.776
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : UMRI
2. Jabatan : SEKRETARIS KOMISI
3. NHK 199021
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.100.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/55 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/36 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.700.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 1.700.000

2. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 110.000.000

3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2016, HADIAH Rp.

6.000.000
C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 19.000.000
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 20.648.012
F. HARTA LAINNYA Rp. -—--
Sub Total Rp. 1.257.348.012
lll. HUTANG Rp. 85.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111) Rp. 1.172.348.012
Catatan:

1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
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dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.
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2020

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
I. DATA PRIBADI
1. Nama : SYAEFUDIN
2. Jabatan : SEKRETARIS DEWAN PERS
3. NHK : 139079
II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN
1. Tanah dan Bangunan Seluas 67 m2/90 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 294.024.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/48 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 341.424.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 79 m2/59 m2 di KAB / KOTA
TANGERANG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 256.608.000
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI
Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.500.000
3. MOBIL, HONDA FREED Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
119.000.000
4. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
19.000.000
HARTA BERGERAK LAINNYA
SURAT BERHARGA
KAS DAN SETARA KAS

nom o 0

HARTA LAINNYA

Sub Total

lll. HUTANG

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (lI-111)

Rp.

Rp.

Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.
Rp.

892.056.000

145.500.000

2.400.000

110.586.780

1.150.542.780

1.150.542.780

Catatan:
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1.Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi
pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



Komisi Pemberantasan Korupsi

PENGUMUMAN

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 April 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDERAL
SUB UNIT KERJA : BIRO UMUM
I. DATA PRIBADI
1. Nama : MUNZAER
2. Jabatan : KEPALA BIRO UMUM
3. NHK . 26627
II. DATA HARTA
A. TANAH DAN BANGUNAN Rp.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 114 m2/70 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 543 m2/289 m2 di KAB / KOTA KOTA
DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000

4. Tanah Seluas 126 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN,
HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp.

1. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI
Rp. 3.500.000

2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI
Rp. 5.000.000

3. MOTOR, YAMAHA RG10 SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL
SENDIRI Rp. 25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp.
D. SURAT BERHARGA Rp.
E. KAS DAN SETARA KAS Rp.
F. HARTA LAINNYA Rp.

Sub Total Rp.

lll. HUTANG Rp.

6.250.000.000

33.500.000

22.000.000

6.305.500.000
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IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-11T) Rp. 6.305.500.000

Catatan:

/i

w

Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari
elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang
diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan
dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta
kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik
Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara
Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi

pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.

. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan LENGKAP berdasarkan hasil verifikasi tanggal 8 Mei 2020.
. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



